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MOTO 

 

Orang berilmu dan berdadab tidak akan diam di kampung 

halaman Tinggalkan negerimu dan merantaulah kenegeri 

orang Merantaulah, kau akan dapat pengganti dari kerabat 

dan kawan Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa 

setelah berjuang Aku melihat air menjadi rusak karena 

diam taktertahankan Jika mengalirmenjadi jernih, jika 

takkan keruh mengenang 

( IMAM SYAFI’I: 767-820 ) 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu 

kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri 

                                      ( Q. S Ar- RA’du: 11 ) 

 

Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan 

bukanlah sesuatu yang fatal, namun keberanian untuk 

meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan. 
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ABSTRACT 

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA 

USAR MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA 

2020 

( Studi di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupate Sumbawa ) 

Oleh 

ERICK SAPUTRA 

217130100 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dan peran 

pemerintah dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Usar Mapin 

Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dan untuk mengetahui faktor 

penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat dan peran pemerintah 

Desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Usar Mapin Kecamatan 

Alas Barat Kabupaten Sumbawa. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah 

masyarakat Desa, Kepala Desa, sekretaris Desa, Badan permusyawaratan Desa 

(BPD) Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat. 

Hasil penelitian ini bahwa partisipasi dan peran masyarakat, pemerintah Desa 

dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Usar Mapin Bahwa 

pembangunan infrastruktur dari pemerintah Desa yang ada pada perencanaan 

pembangunan 2020 adalah, Pembangunan perbaikan jalan Gang, Pembuatan 

Talud, gorong-gorong, perbaikan kantor Desa dan pngerasan jalan atau 

pengaspalan jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya. Dalam pembangunan 

infrastruktur Desa Usar Mapin masyarakat dilibatkan melalui MUSDES. Nanti di 

Musdes usulan-usulan masyarakat masuk di dalamnya. Setelah musyawarah Desa 

kemudian dilanjutkan dengan Musrenbangdes yang secara otomatis melibatkan 

masyarakat. Musdes ini merupakan usulan dari bawah yang melibatkan semua 

masyarakat, RT. Faktor penghambat partisipasi dan peran masyarakat, pemerintah 

Desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Usar Mapin adalah dalam 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Usar Mapin  adalah 

pembangunannya itu tidak tepat seperti pada waktu yang sudah di tentukan, warga 

yang majemuk, sangat banyak dan dapat dikatakan semua warga menginginkan 

wilayahnya dibangun. Kendala lainnya yaitu letak wilayah masing-masing Dusun 

yang tidak satu tempat, sehingga dalam pelaksanaan pembanguna n akan 

memakan waktu yang cukup lama dikarnakan letak wilayah yang tidak satu 

tempat. 

Kata kunci:Pemerintah Desa, Pembangunan, Partisipasi masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Seiring dengan luasnya kebebasan demokrasi di Indonesia, kini mulai 

terjadi perubahan paradigma pembangunan pendekatan Top Down, artinya 

dimana segala sesuatu di putuskan dari atas mulai di tinggalkan. Setiap 

kebijakan kini semakin mengakomodir suara masyarakat, sehingga pada 

gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 

Karena pendekatan pembangunan tidak lagi menggunakan pendekatan top 

down tapi menggunakan pendekatan Buttom up yakni pendekatan perencanaan 

pembangunan desa dari bawah ke atas yaitu perencanaan pembangunan desa 

yang di buat oleh pemerintahan desa bersama lembaga kemasyarakatan desa 

(LPM) dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. 

Pembangunan yang berorientasi pada Pembangunan manusia, Dalam 

pelaksanaannya sangat mensyaratkan   keterlibatan langsung pada masyaraka 

penerima program pembangunan. Karena hanya dengan Partisipasi 

Masyarakat penerima program pembangunan. Karena hanya dengan 

partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini Akan 

sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya 

kesesuaian ini maka hasil pembangunan Akan memberikan manfaat yang 

optimal bagi pemenuhan kebutuhan Masyarakat. Oleh karenanya salah satu 
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indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat 

penerima program. 

Demikian pula pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan 

manusia untuk meningkatkan masa depannya mengandung arti bahwa 

masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Disini masyarakat perlu 

diberikan Empowerment (memeberikan kemampuan atau keberdayaan) dan 

partisipasi dalam pengelolaan pembangunan (Tarsila 2015: 790)  

 Dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan 

dan keikutsertaan masyarakat secara akatif dan sukarela dari dalam dirinya 

maupun dari luar dirinya, dalam keselurahan proses kegiatan yang 

bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah 

mobilisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah 

kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, 

melaksanakan dan membiayai pembangunan.  

Dalam pendekatan partisipasi, peran serta masyarakat tidak hanya terbatas 

dalam pengertian ikut serta secara fisik, tetapi keterlibatan yang 

memungkinkan mereka melaksanakan penilaian terhadap masalah dan potensi 

yang terdapat dalam lingkungan sendiri, kemudian menentukan kegiatan yang 

merekanbutuhkan. Keterlibatan masyarakat adalah keterlibatan yang 

mengarah pada tumbuhnya kemampuan-kemampuan mereka untuk lebih 

berdaya dalam menghadapi tantangan hidup tanpa harus bergantung pada 

orang lain ketika masyarakat kuat, peran orang luar semakin dikurangi. Itulah 
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sebabnya pendekatan partisipatif disebut juga dengan pemberdayaan 

masyarakat (Sarifah 2016: 55).  

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada 

pemerintah Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

yang Merupakan jawaban untuk mengembalikan dan mengembangkan 

Otonomi asli Desa, melalui Penegasan kembali terhadap  keragaman 

(ununiformitas) Desa. Undang-Undang Desa menempatkan status Desa 

sebagai badan hukum yang tersendiri yang terkait dengan pemerintahan 

Negara. Pemerintahan Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa sebagai 

salah satu bentuk peraturan perundang-undangan resmi dengan persetujuan 

bersama Badan Perwakilan Desa (BPD). Desa telah di anggap sebagai basis 

pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom 

up, dimana semua rencana dan relasi pembangunan harus bertumpu pada 

aspirasi masyarakat, dalam kondisi ini masyarakat desalah yang menjadi 

sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, tujuannnya adalah 

memberikan kemendirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat 

mengurus dirimya sendiri , pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan 

motivator. Hal ini di dorong oleh pengalaman bahwa sebagian masyarakat 

desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan, sehingga 

membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut. 

Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memeperhatiakn 

prinsip pembangunan yang berakar dari bawah (grasroots) memelihara 

keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi 
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manusia. Pembangunan yang di lakukan harus memuat proses pemberdayaan 

masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam 

mencapai tujuan. Konsep yang sering di munculkan dalam proses 

pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program 

pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat 

menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program 

pembangunan perdesaan dimasa lalu adalah sisebabkan antara lain karena 

penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang 

tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan 

paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama 

kehidupan bermasyarakat. (Dahlan dkk 2012 :44 ) 

Idealnya pembangunan desa memiliki ikatan yang sangat kuat, baik karena 

kesamaan kepentingan politik, ekonomi, social, dan keamanan. Namun 

demikian, mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat dalam aktif dalam 

program-program Pembangunan Tidak semudah seperti yang dibayangkan. 

Partisipasi merupakan sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari 

pengembangan masyarakat. Keberhasilan pembangunan diperlukannya 

partisipasi awal dan nyata baik itu dimulai dari pemangku kepentingan dalam 

pembuatan rancangan kegiatan pembangunan, maupun masyarakat yang 

terlibat aktif dalam pembangunan tersebut. 

Ada beberapa factor yang mempengaruhi kesediaan seseorang atau 

masyarakat untuk berpartisipasi, adalah berkaitan dengan situasi saling 

ketergantungan, kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi 



 

5 

 

kerja sama untuk manfaat bersama. Oleh karena itu dalam Pembangunan Desa 

Masyarakat harus mempunyai peran penting dalam proses Pembangunan Desa 

sehingga menumbuhkan keswedayaan/partisipasi masyarakat dalam proses 

pelaksanaannya. Dan didalam Pembangunan Desa hendaknya mempunyai 

sasaran yang tepat, sehingga Sumber Daya yang terbatas dapat di manfaatkan 

secara efektif dan efisien. Suatu pembangunan Akan tepat mengenai sasaran, 

terleksana dengan baik dan di manfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang 

dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk 

memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, Wajib 

diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan 

perencanaan samapai pada hasil akhir Pembangunan tersebut. 

Ada banyak hal tentang pembangunan Desa termasuk salah satunya adalah 

pembangunan Infrastruktur Desa, infrastruktur perdesaan merupakan sebagai 

Infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan 

dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat perdesaan. 

Pada umumnya pembangunan infrastruktur Desa dilakukan secara bersama 

Oleh Masyarakat sekitar dan pemerintah Desa. Dimana keikutsertaan dalam 

Partisipasi Pembangunan, didasarkan pada solidaritas Masyarakat yang 

bersifat mekanis, serta lebih mementingkan kepentingan bersama. 

Sebagaimana yang menjadi perhatian Durkheim dalam nbentuk solidaritas 

masyarakat yang ditulis oleh George Ritzer sebagai berikut “Suatu Masyarakat 

yang dicirikan oleh solidaritas mekanik bersatu karena semua orang adalah 

generalis. Ikatan diantara orang-orang itu ialah karena mereka terlibat dalam 
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kegiatan-kegiatan yang mirip dan mempunyai dan mempunyai tanggung 

jawab-tanggung jawab yang mirip “.  

Pembangunan-pembangunan infrastruktur sendiri dilakukan dengan 

melakukan musyawarah yang melibatkan kepala Desa, Sekretaris Desa, 

Kepala bagian pembangunan desa (BPD), kepala Dusun, serta perwakilan 

warga masyarakat. Stone mengemukakan bahwa infrastruktur sebagai 

fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen 

publik untuk fungsi-fungsi pemerintah dalam penyediaan air, tenaga listrik, 

pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk 

memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi. Dalam hal pembangunan fisik atau 

infrastruktur, effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya pembangunan 

infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayana publik 

baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, 

jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunakasi 

bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah 

kegiatan Ekonomi. Oleh karena itu perlunya peran aktif pemerintah Desa 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. 

 Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang berada pada 

wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam menunjang kegiatan 

pembangunannya, maka tujuan pembangunan yang harus di capai adalah 

meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam 

mendukung tujuan tersebut, maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat 
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dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada 

evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya ditingkat desa.  

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu 

Elemen Proses pembangunan Desa sehingga Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak 

diantaranya yakni Pemerintah Desa sehingga adanya keterlibatan Pemerintah 

Desa besar kemungkinan masyarakat Akan merasa diberikan peluang atau 

kesempatan Untuk ikut serta Dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat 

adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan 

keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan 

pengambilan keputusan untuk berkontrubusi Sumber Daya atau bekerja sama 

Dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program 

Pembangunan dan Evaluasi program pembangunan. Partisipasi Masyarakat 

juga dianggap sebagai keikutsertaan masyarakat Dalam proses 

pengidentifikasian Masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan 

dan pengambilan keputusan sebagai alternatif solusi untuk menangani 

masalah, pelaksanaan Upaya mengatasi masalah dan keterlibatan Masyarakat 

Dalam proses Evaluasi yang terjadi. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memperkuat 

masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Masyarakat desa memiliki 

sarana Dalam menggalang prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa 

untuk pengembangan potensi dan aset untuk kesejahteraan bersama. Selain itu 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengakomodasi berbagai 
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partisipasi masyarakat dalam materi muatannya sebagai bentuk pengakuan 

Terhadap Otonomi Desa mengingat selama ini Dalam berbagai macam 

Undan-Undang yang mengatur tentang Desa, Partisipasi Masyarakat tidak 

diakomodasi. Terdapat tiga bentuk partisipasi, yaitu: partisipasi dalam 

pembuatan kebijakan, partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan, dan partisipasi 

dalam pengawasan kebijakan. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut 

dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan Desa yang mandiri sehingga 

dapat menumbuhkan kesejahteraan Desa.  

Terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa, yang dalam hal ini 

adalah Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa bahwa 

dalam pelaksanaan Pembangunan infrastrukur masih terdapat masalah atau 

masih terdapat kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur yaitu sumber daya manusia (SDM) yang lemah 

atau Masyarakat yang kurang respon,  masih banyak kendala-kendala yang 

terjadi dalam melaksanakan pembangunan baik dari pembangunan 

infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya, kurangnya 

partisipasi masyarakat untuk ikut terjun langsung untuk membantu 

pemerintah, kurangnya sifat gotong royong sehingga Dalam Pembangunan 

tidak berjalan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Terkait kondisi kondisi 

demikian, diperlukan Strategi Pemerintah Desa untuk meningkatkan 

Partisipasi Masyarakat karena partisipasi masyarakat sangat menentukan 

berhasil atau tidaknya Pembangunan dalam suatu Desa baik Pembangunan 

infrastruktur maupun Pembangunaan Sumber Daya manusia (SDM).  



 

9 

 

Strategi pemerintah Desa dalam hal ini adalah sebagai dinamisator, 

dimana pemerintah desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan 

Bimbingan, pengarahan dan mengajak Masyarakat Dalam berpartisipasi aktif 

dalam Setiap Pembangunan yang dilaksanakan. Strategi pemerintah tersebut, 

diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan terkait 

pembangunan Desa dapat tampak yaitu dengan adanya peningkatan partisipasi 

dalam hal Sumber Daya, dalam hal administrasi dan kordinasi, serta 

partisipasi dalam program pembangunan. Pada pelaksanaan program 

pembangunan, diharapkan masyarakat dapat diajak untuk berpartisipasi 

dengan menyumbangkan tenaga, harta, barang material, informasi dan ikut 

melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan melakukan penelitian  

dengan judul “ Peran Pemeritah Desa Dalam meningkatkan partisipasi 

Masyarakat dalam program pembangunan Desa  di Desa Usar Mapin 

Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa tahun 2020 “  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka 

penulis didalam melakukan suatu penelitian ini dapat mengambil  rumusan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan di desa Usar Mapin Kecamatan Alas 

Barat Kabupaten Sumbawa? 
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2.  Faktor-faktor apa saja penghambat dan pendukung partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan di desa Usar Mapin Kecamatan Alas 

Barat Kabupaten Sumbawa?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian 

ini Adalah sebagai berikut: 

1. Ingin mengetahui bagaimanakah Peran pemerintah Desa Dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan 

desa di desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa 

2020. 

2. Ingin mengetahui faktor-faktor apa saja penghambat dan pendukung  

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program 

pembangunan desa di desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat 

Kabupaten Sumbawa 2020. 

1.4 Manfaat penelitian 

 Dengan diadakannya kegiatan penelitian ini yang hasilnya akan 

dituangkan dalam bentuk skripsi, diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat atau kegunaan bagi bebrapa pihak yang memerlukan. Pihak-pihak 

yang di maksud adalah: 

1. Secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat di pakai sebagai 

salah satu sumber informasi bagi masyarakat setempat atas partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan serta pihak pemerintah untuk dapat 
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dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pengambian 

kebijakansanaan guna tercapainya tujuan pemerintah dalam pelayanan 

dan pembaangunan desa kepada masyarakat.Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini yang disusun dalam bentuk skripsi, diharapkan 

dapat menambah jumlah kepustakaan yang ada di lingkuangan fakultas 

ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram. 

Sehingga dengan demikian dapat dipergunakan sebagai salah satu 

bahan kajian dan sumber informasi bagi peneliti lainnya yang ingin 

menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan. 

2. Scara Akademis 

Dengan diadakannya penelitian ini, penulis penulis dapat 

memperoleh pengalaman yang nyataa dalam membandingkan antara 

teori yang di dapat dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada 

di lapangan, sehingga dapat memperluas  wawasan pengetahuan 

khususnya pada masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 

dan juga sebagai syarat untuk memeperoleh gelar sarjana pada 

program ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyayah mataram. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

mengenai topik yang hampir Sama dengan peneliti ini, penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan antara lain: 

1. Desma yuliandra mahasiswa jurusan sosial fakultas ilmu sosial dan ilmu 

politik, Universitas Sriwijaya tahun 2013 dengan judul “ peranan kepala 

desa dalam mendorong partisipasi masyarakat pada program PBB ( pajak 

bumi dan bangunan) di balai desa karya baru Kecamatan alang-alang lebar 

Palembang. Hasil dari penelitian ini adalah kepala desa sangat 

berpengaruh terhadap minat masyarakat agar berkontribusi dalam program 

PBB (pajak bumi dan bangunan). Hal ini dikarenakan masyarakat dan 

kepala desa saling berkontribusi dan mendukung serta merealisasikan 

program tersebut dengan respond dan antusiasime dengan bagus. Faktor-

faktor yang menyebabkan masyarakat berkontribusi banyak terhadap 

program PBB adalah kesadaran diri yang tertanam dalam diri masyarakat 

Akan pentingnya membayar PBB untuk kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat itu sendiri seperti meningkatkan potensi masyarakat di 

samping sumber daya alam yang ada.  

2. Kinerja pemerintah desa Dalam pembangunan infrastuktur di desa kuala 

lapang dan desa Taras kecamatan malinau barat kabupaten malinau (Maya 

Rosaliana  2013:106-120). 
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Penelitian yang dilakukan Maya ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja  

Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini 

menggunakan jenis deskriptif kualitatif, teknik analisis data model 

interaktif milik milles dan huberman. 

Teori yang digunakan adalah kinerja, dengan fokus kinerja pemerintah 

desa dalam pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian yang diperoleh 

Menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan 

infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang 

dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan 

akuntabilitas pemerintah desa. Untuk mewujudkan pembangunan yang 

bersifat partisipatif, perlu adanya partisispasi masyarakat yang proaktif 

untuk mendukung pembangunan di desa.  

3. Bentuk-Bentuk partisipasi masyarakat Dalam program desa siaga didesa 

bandung kecamatan playen kabupaten gunung kidul provinsi daerah 

istimewa yogjakarta (Nuring septyasa Laksana:2013). 

Tujuan Nuring Septyasa melakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam 

progam desa siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten 

Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam 

penelitiannya, Nuring menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

dasar teori good governace dan teori partisipasi. Teori partisipasi 

menggunakan teori bentuk partisipasi Huraerah, yakni: partisipasi berupa 

buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan & kemahiran, dan sosial.  
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Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Progam Desa Siaga di 

Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas 

dari partisipasi warga yang baik dikarenakan adanya dukungan dari aparat 

desa, kader desa, serta tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi. 

Bentuk partisipasi masyarakat Desa Bandung Kecamatan Playen 

Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

Progam Desa Siaga meliputi tenaga, sumbangan harta, dan pemikiran. 

4. Peranan Pemerintah Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan (Studi kasus di desa Mantang besar Kecamatan mantang 

Kabupaten Bintan) (kasmir:2014:105). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Desa 

dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di desa 

mantang besar, mengetahui Bentuk-Bentuk partisipasinya, serta 

mengetahui Faktor-faktor partisipasi masyarakat tersebut. Penelitian ini 

menggunakan jenis Deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran 

pendekatan soerjono soekanto. 

   Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peran Pemerintah desa 

mantang Besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam 

Pembangunan sudah baik. Bentuk partisipasi masyarakat berupa partisipasi 

dalam musrenbang dan partisipasi fisik  dalam pelaksanaan Pembangunan. 

Faktor penghambatnya adalah dari tingkat kesadaran masyarakat, tingkat 
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pendidikan masyarakat, sikap mental masyarakat dan faktor ekonomi 

masyarakat. 

5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan sungai keledang 

Kecamatan samarinda seberang Kota samarinda (Hendryk 2013: 612-625) 

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa partisipasi masyarakat pada 

pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Hal demikian 

dilihat dari Partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh dalam 

pembangunan Desa. Perbedaan utamanya adalah bahwa pada penelitian 

tersebut pembangunan lebih banyak memberikan fokus pada tahap 

perencanaan. Hal tersebut dikarenakan penelitian sebelum Undang-

Undang Desa disahkan. Sementara saat ini Undang-Undang desa telah 

disahkan dan di dalamnya diatur bahwa proses pembangunan Desa terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan uraian 

tersebut, dapat diketahui bahwa orisinilitas penelitian yang dilakukan 

peneliti tidak hanya terletak pada Setting penelitian saja, yakni waktu dan 

tempat penelitian, lebih dari itu penelitian ini juga memiliki kekhasannya 

sendiri dibanding Peneltian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang 

terkait Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. 

Kekhasan tersebut berkaitan dengan pembahsan partisipasi masyarakat 

secara menyeluruh dalam pembangunan Desa, adanya pembagian bahasan 

dan tahap pembangunan desa ( perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan), serta digunakan Undang-Undang Desa tahun 2014 yang 

disahkan dalam penelitian ini. 
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Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan mengenai topic yang hampir Sama dengan peneliti ini, penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan antara lain: 

No. Nama Penelitian 

dan Tahun 

Judul Hasil 

1. Desma 

yuliandra, 2013 

Perananan 

kepala desa 

dalam 

mendorong 

partisipasi 

masyarakat 

pada program 

PBB(pajak 

bumi dan 

bangunan) di 

balai desa 

karya baru 

kecamatan 

alang-alang 

lebar 

Palembang. 

Hasil dari penelitian ini adalah kepala desa 

sangat berpengaruh terhadap minat 

masyarakat agar berkontribusi dalam 

program PBB (pajak bumi dan bangunan). 

Hal ini dikarenakan masyarakat dan kepala 

desa saling berkontribusi dan mendukung 

serta merealisasikan program tersebut 

dengan responden dan antusiasisme dengan 

bagus. 

2 Maya 

Rosaliana, 2013 

Kinerja 

Pemerintah 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan 

bahwa kinerja pemerintah Desa dalam 
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Desa Dalam 

pembangunan 

infrastruktur  

di desa kuala 

lapang dan 

desa taras 

kecamatan 

malinau barat 

kabupaten 

Malinau  

Pembangunan infrastruktur mengedepankan 

aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang 

dapat dilihat dari produktivitas, 

responsivitas, responsibilitas dan 

akuntabilitas pemerintah Desa. 

3 Nuring 

septyasa, 2013 

Bentuk-

Bentuk 

partisipasi 

masyarakat 

Dalam 

program Desa 

siaga di desa 

bandung 

kecamatan 

playen 

kabupaten 

Gunung kidul 

provinsi 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulam 

bahwa Program Desa Siaga di Desa 

Bandung kecamatan Playen kabupaten 

Gunung Kidul Provinsi Daerah istimewa 

yogyakarta berjalan dengan baik. Hal itu 

tidak terlepas dari partisipasi Warga yang 

baik dikarenakan adanya dukungan dari 

aparat Desa, kader desa, serta tokoh 

masyarakat dalam melakukan sosialisasi. 
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Daerah 

istimewa 

Yogyakarta. 

4 Kasmir, 2014 Peran 

pemerintah 

Desa untuk 

meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

Pembangunan 

(studi kasus 

di Desa 

mantang 

besar 

kecamatan 

mantang 

kabupaten 

Bintan 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

bahwa peran pemerintah desa mantang 

Besar Untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan sudah baik. 

Bentuk partisipasi masyarakat berupa 

partisipasi dalam musrenbang dan 

partisipasi fisik dalam pelaksanaan 

Pembangunan. 

5 Hendryk,2013 Partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pembangunan 

Hasil penelitian ini menunujkan bahwa 

partisipasi masyarakat pada pembangunan 

fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Hal 

demikian dilihat dari partisipasi aktif 
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di kelurahan 

sungai 

keledang 

kecamatan 

samarinda 

seberang kota 

samarinda. 

masyarakat secara menyeluruh dalam 

pembangunan Desa.  

 

2.2. Kajian Teori 

2.2.1. Peemerintah Desa 

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, 

fungsi dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang 

mengelola dan mengatur jalannya system pemerintahan Negara untuk 

mencapai tujuan Negara. Hirarki pemerintah di Indonesia mulai dari 

pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau Kota sampai Desa. Dalam 

perjalanan ketatanegaraan Indonesia, system pemerintah desa mulai coba 

diseragamkan lewat UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, dan 

kemudian diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa dengan 

segenap atribut pemerintahnya adalah arena yang berhadapan langsung 

dengan rakyat. Pemerintahan Desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang 

dipersonifikasi lewat kepala desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa 

juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di 

pedesaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa 
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bertanggung jawa pada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan 

mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya kepada bupati melalui Camat. Selain 

BPD didesa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai 

dengan kebutuhan desa, lembaga yang dimaksud merupakan mitra 

pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa. Lembaga 

kemasyarakatan ini dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa dan mengenai 

jumlah serta komposisi kepengurusannya disesuaikan dengan kebutuhan. 

Lembaga kemasyarakatan ini merupakan mitra pemerintah Desa dalam aspek 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu 

pada masyarakat.  

Aparatur pemerintah Desa Sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara 

pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan 

terjadi baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan 

sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah Desa selaku kepala 

pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut 

harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam 

mengambil keputusan yang Akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. 

Disamping itu keputusan yang nantinya Akan diambil tanpa memberatkan 

rakyat banyak. Kemudian pemerintah Desa juga harus memiliki peran yang 

cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam 

setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan 

(partisipasi) penuh dari masyarakat. 
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1. Sebagai dinamisator: tentunya pemerintah desa dalam hal ini kepala 

desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, 

pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi 

aktif dalam setiap pembangunan. 

2.  Sebagai katalisator; ini berkaitan dengan aparatur pemerintah desa 

dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat 

mendorong laju perkembangan pembangunan. 

3. Sebagai Pelopor ; Sebagai aparatur pemerintah yang memiliki 

kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi 

masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi( 

loyalitas ) yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik 

pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan 

dihormati serta disegani oleh masyarakat ( Mondong 2013: 1).  

     Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

     Pemerintah desa dipimpin Oleh kepala desa dan dibantu oleh 

pemerintahan, yang sesuai dengan bidang masing-masing yang 

disebut perangkat desa. Dibentuk juga badan permusyawaratan Desa 

(BPD), yang merupakan lembaga perwujudan dan demokrasi dalam 

penyelenggara pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah ditingkat desa. Disamping itu, juga pemerintah 
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memeberikan kewenangan kepada desa untuk membentuk mitra 

pemerintah desa dalam permberdayaan masyarakat. Selanjutnya, 

dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia pasal 

1 ayat 6, menyatakan bahwa pemerintah desa dan badan 

permusyarawatan desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat 7 menyatakan 

bahwa pemerintah desa dan perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan dan juga kedudukan 

yang sangat penting dalam pemrintahan desa. Kepala desa merupakan 

pemimpin terhadap jalannya urusan pemerintahan yang ada di desa. 

Dengan demikian, seorang kepala desa merupakan penyelenggara dan 

sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalnnya roda pemerintaha 

dan pembangunan di dalam wilayahnya, disamping menjalankan 

urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga mempunyai 

kewajiban lainnya yaitu menyelenggarakan program dibidang 

kemasyarakatan, membina ketentraman dan keterlibatan masyarakat 

serta membina menngembangkan jiwa semangat gotong royong 

masyarakat. 

2.2.2. Teori Peran Pembangunan Desa 

Peran merupakan aspek yang dinamis Dalam kedudukan terhadap sesuatu. 

Apabila seseorang melakukan Hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu Peran. 
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 Teori yang mendukung Penelitian ini adalah role Theory (Teori peran) 

yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam buku Sosiologi 

sebagai pengantar. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku 

sosial yang mempelajari prilaku sesuai dengan posisi yang di tempatinya di 

lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran mencoba Untuk menjelaskan 

interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka 

mainnkan. 

  Setiap Peran adalah seperangkat Hak, Kewajiban, Harapan, Norma dan 

prilaku seseorang untuk menghadapi Dan memenuhi perannya. Model ini 

didasarkan pada pengamatan bahwa orang berprilaku dengan cara yang dapat 

diprediksi, dan bahwa prilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan 

posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah 

lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai 

prilaku peran mereka.  

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prilaku seseorang sesuai 

dengan  status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat di simpulkan bahwa 

Peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau prilaku yang 

dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau 

memangku suatu posisi dalam situasi sosial. 

Pembangunan Desa adalah adanya berbagai program dan proyek 

pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan Desa. Program dan 

proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga 

meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian maka 
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pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti 

fisik, Akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan Desa meliputi perbaikan 

dan peningkatan taraf hidup masyarakat Desa. Pengerahan Partisipasi 

masyarakat Dalam Pembangunan Desa serta penumbuhan kemampuan untuk 

berkembang secara secara mandiri yang mengandung makna kemampuan 

mayarakat (Empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan 

dan permasalah yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk 

memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien  

Berkaitan dengan teori peran pembangunan diatas maka yang saya 

gunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. 

Menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Sidoarjo: Zifatma Publishing 2013: 34). 

2.2.3. Partisipasi masyarakat  

 Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses 

Perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam 

pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontibusi sumber 

daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagai 
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manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan. 

Ketentuan partisipasi masyarakat diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 

2014 tentang pemerintah Daerah dan perubahannya, yaitu pasal 354 Bab XIV 

mengenai partisipasi masyarakat. Pada ketetntuan tersebut dijelaskan bentuk 

partisipasi masyarakat berupa konsultasi publik, musyawaarah, kemitraan, 

penyampaian aspirasi, pengawasan, dan keterlibatan lain sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Masyarakat dalam partisipasinya dapat 

berfungsi menjadi kekuatan kontrol dan penyeimbang antara kepentingan 

maasyarakat dan pemerintah. Kaho (dalam juraidh, 2016 ) menyebutkan 

bahwa partisipasi masyarakat terdiri dari empat jenjang yaitu : partisipasi 

dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil dan partisipasi dalam evaluasi. 

Berikut bentuk-bentuk kegiatan partisipasi masyarakat yang 

dilakukan setiap warga masyarakat berupa: 

a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat   

b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok 

c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk 

menggerakkan partisipasi masyarakat lain. 

d. Menggerakkan sumber daya masyarakat. 

e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan 

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa,merupakan 

prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses 

pembangunan Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak 
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hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian 

tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat 

keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Oleh karena itu 

partisipasi dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk 

menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu 

sendiri. Ada beberapa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat 

tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, 

dijelasakan sebagai berikut: 

1. Faktor internal 

Menurut Slamet (2003:137-143), untuk faktor-faktor internal 

adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu 

individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah 

laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri 

sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan 

dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-

ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti Usia, tingkat 

pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota 

masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan 

pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi. 

Sedangkan 

2. Faktor Eksternal 

Menurut Sunarti (dalam jurnal Loka, 2003:9), faktor-faktor 

eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu 
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Dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam 

program ini adalah pemerinta h daerah, pengurus 

desa/kelurahan (RT/RW), tokoh mas yarakat/adat dan 

konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang 

mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai 

posisi penting guna kesuksesan program. 

2.3. Pembanguna Desa 

Suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan 

oleh suatu bangsa, secara sadar negara dan pemerintah menuju modernitas 

dalam rangka pembinaan bangsa (Satka 2015: 1863-1876). Pembangunan 

merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan 

berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan 

pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. 

Pembangunan pada dasarnya adalah perubahan. Tujuan dari dilakukannya 

pembangunan antar lain: keadilan sosial, kemakmuran yang merata, 

perlakukan sama dimata hukum, kebahagiaan mental, spiritual dan material, 

kebahagiaan untuk semua kalangan, serta ketentraman dan keamanan 

(juraidah 2015:1145-1157). 

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek 

pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan Desa. Program dan 

proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga 

meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna 

pembangunan tidak semata-mata mengadakan suatu yang baru dalam arti  
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fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan 

dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, pengerahan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk 

berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan 

masyarakat (empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan 

dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk 

memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

 Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam 

pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa 

(outsider stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program 

pembangunan yang masuk ke desanya, Akan tetapi lebih dari sekedar itu. 

Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu 

berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga 

dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan 

pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, segala potensi lokal 

betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari 

sebuah pembangunan. 

2.3.1 Pengelolaan Dana Desa  

Otonomi Daerah sangat mendorong Pemerintah Desa untuk lebih 

memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang 

ada baik itu sumberdaya dari Desa sendiri maupun dari luar. Salah satu 
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sumberdaya dari Desa sendiri maupun dari luar. Salah satu sumberdaya 

dari luar desa yaitu alokasi dana dari pemerintah Daerah yang disebut 

alokasi Dana Desa. Adanya alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, Desa 

memiliki kewenangan untuk mengatur mengatur dan mengurus rymah 

tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, yang 

menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan 

publik di Desa dan sebagai tujuan dalam proses perencanaan dan 

peaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat tingkat 

desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa 

memiliki sumber daya penerimaan yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan yang dilakukan di Desa. Salah satu hal yang penting untuk 

mendukung proses pellaksanaan pembangunan di setiap desa adalah 

adanyankepastian keuangan untuk pembiayaan Alokasi Dana desa 

(ADD).  

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum 

terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah 

kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud 

pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka 

memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat 

kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, 

diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang 
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diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(mohammad mashun,2006: 20 (20), 1-21). 

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa adalah 

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut 

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam 

pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan 

desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, 

terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setiap 

tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-

aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan 

waktu yang telah ditentukan.  

Sumber pendanaan desa adalah berasal dari APBN yang 

merupakan sumber pembiayaan ditujukan untuk dapat ditransfer 

melalui APBD kabupaten atau kota dan dipergunakan dalam melakukan 

pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih 

lanjut dinyatakan bahwa pembangunan desa berupaya untuk 

meningkatkan kehidupan yang berkualitas atau peningkatan 

kesejahteraan masyarakat pedesaan.  
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Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus 

melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan 

yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan 

pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi 

keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang 

dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang 

diterima oleh desa harus dimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) 

yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 

2.3.2 Sumber daya manusia   

 Manusia sebagai sumber daya bagi suatau organisasi tidak sama 

karakteristiknya dengan Sumberdaya alam dan finansial. Sumber daya 

manusia sebagai ciptaan tuhan yang maha esa adalah makhluk yang 

konflek dan keterpaduan tubuh dan jiwanya, yang tidak dapat di 

lakukan sebagaimana kedua sumber lainnya dalam kegiatan bisnis. 

Suatu organisasi harus memiliki suatu sumber daya manusia yang 

kompetitif, sehingga tak mengalami kemunduran. Oleh karena itu 

perlu dilakukan salah satu kegiatan secara berencana dan 

berkelanjutan untuk mengembangkan sumber daya manusia. 

 Pengembangan Sumber daya manusia ditujukan untuk 

mewujudkan manusia pembangunan yang berbudi luhur, tangguh, 
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cerdas dan terampil, mandiri dan memiliki rasa kesetiakawanan, 

bekerja keras, produktif, kreatif dan inovatif, disiplin dan orientasi ke 

masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. 

Sehubungan dengan itu, kegiatan pengembangan sumber daya 

manusia dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk membentuk para 

masyarakat agar menguasai berbagai kemampuan yang dibutuhkan 

dalam pembangunan untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan 

efisien yang berfokus pada usaha untuk mempertahankan dan 

meningkatkan esistensi dalam suatu Desa.  

Selanjutnya, Notoatmodjo 2008:195-199) mengungkapkan bahwa 

pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, 

yaitu peningkatan gizi serta peningkatan aspek non fisik melalui 

akumulasi bidang pendidikan dan latihan. Hal yang Sama juga 

ditekankan oleh prjono (1996: 34), bahwa perlu investasi pada 

masyarakat melalui program pendidikan pelatihan dan gizi/kesehatan, 

agar masyarakat dapat bekerja secara efisien dan efektif.  

Dalam pembangunan ekonomi suatu Desa melibatkan faktor-faktor 

yang berperan penting, salah satunya adalah sumber daya manusia 

(SDM). Keadaan SDM suatu Desa sangat mempengaruhi 

pembangunan ekonomi Desa tersebut. Untuk dapat mempercepat 

tingkat pembangunan ekonomi maka diperlukan SDM yang unggul 

diberbagai bidang. Minimal ada empat kebijakan pokok dalam upaya 

peningkatan sumberdaya manusia (SDM), yaitu: 
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1. Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas 

manusianya seperti jasmani, rohani dan kejuangan maupun 

kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman 

yang sehat. 

2. Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya 

pemerataan penyebarannya.  

3. Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam 

memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai IPTEK 

yang berwawasan lingkungan. 

4. Pengembangan pelantara yang meliputi kelembagaan dan 

perangkat hukum yang mendukung peningkatan kualitas 

SDM dilkasanakan melalui berbagai sektor pembangunan 

anata lain, sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan 

sosial, kependudukan, tenaga kerja dan sektor-sektor 

pembangunan lainnya (mulyadi S 2003: 71). 

2.3.3 Infrastruktur 

 Infrastuktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai 

kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan 

untuk jaminan ekonomi sektor publik dan ekonomi sektor privat, 

sabagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat 

berfungsi dengan baik istilah ini umumnya merujuk kepada hal 

infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti 

fasilitas anatar lain dapat berupa jalan, bandara, waduk, dan pelabuhan 
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secara fungsional, infrastruktur selain fasilitas akan tetapi dapat pula 

mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, istilah 

infrastuktur termasuk pula infrastuktur sosial kebutuhan dasar seperti 

antara lain termasuk sekolah dan rumah sakit. Bila dalam militer istilah 

ini dapat merujuk pada bangunan permanen dan instalasi yang 

diperlukan untuk mendukung operasi dan pemindahan tersebut, 

infrastuktur sama saja dengan prasarana, yaitu segala sesuatu yang 

merupakan prnunjang utama terselengaranya suatu proses (Latif, Adam 

2019: 1-15). 

Jenis-Jenis Infrastruktur: 

1. Infrastruktur Keras ( Physical hard infrastucture ) 

Meliputi jalan raya dan kereta api,dermaga, bandara, pelabuhan 

dan saluran irigasi. 

2. Infrastruktur keras non-fisik ( Non-physical hard infrastucture ) 

Yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum, seperti ketersediaan 

air bersih berikut instalasi pengolaan air dan jaringan pipa 

penyalur, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi (telpon dan 

internet ), dan pasokan energi mulai dari minyak bumi, biodiesel, 

dan gas berikut pipa distribusinya. 

3. Infrastruktur Lunak (soft infrastructure) 

Bisa pula disebut kerangka institusional atau kelembagaan yang 

meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja) norma (khususnya 

yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan menjadi peraturan 
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hukum dan perundang-undangan) serta kualitas pelayan umum 

yang disediakn oleh berbagai pihak terkait, khusunya pemerintah. 

2.4. Kerangka Berpikir  

 Untuk memudahkan penulis dalam rangka penyusunan rencana penelitian 

ini, maka dibutuhkan suatu landasan berfikir yang dijadikan sebagai pedoman 

untuk menjelaskan masalah yang sedang disorot. 

          Nuring septyasa laksana (2013:1). “Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat 

dalam program desa siaga di desa bandung kecamatan playen kabupaten 

gunung kidul provinsi yogjakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam program 

desa siaga. Dalam penelitiannya nuring septyasa menggunakana deskriptif 

kualitatif dengan dasar teori Good govarnance dan Teori partisipasi. Teori 

partisipasi menggunakan bentuk teori huraerah yakni, partisipasi berupa 

pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, kemahiran dan sosial.  

    Penelitian tersebut mengasilkan kesimpulan bahwa program desa siaga di 

desa Bandung  Kecamatan playen kabupaten gunung kidul provinsi 

yogjakarta berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari partisipasi warga 

yang baik dikarenakan adanya dukungan dari aparat desa serta tokoh 

masyarakat dalam melakukan sosialisasi. Bentuk partisipasi masyarakat desa 

bendung kecamatan playen kabupaten gunung kidul provinsi yogjakarta 

dalam program desa siaga meliputi tenaga, sumbangan harta dan pemikiran.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul “Peran pemerintah desa 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat masyarakat Dalam program 
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pembangunan desa di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten 

Sumbawa 2020”. Peneliti yang dilakukan peneliti menggunakan metode 

penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam 

memaparkan peran yang dilakukan pemerintah desa Usar Mapin, peneliti 

menggunakan teori dari (Dahlan dkk,2012: 44) tentang peranan pemerintah 

desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa 

apakah sudah optimal peran pemerintah desa dalam meninngkatkan 

partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa di desa Usar Mapin 

Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa serta kendala-kendala yang 

dihadapi dalam menjalankan peran tersebut.  

     Dalam proses pembentukannya, pemerintah desa serta aparat-aparat desa 

lainnya sangat mempunyai peran penting dalam pembangunan desa, serta 

keterlibatan masyarakat pastinya sangat dibutuhkan dalam proses program 

pembangunan tersebut baik dari segi fisik maupun non fisik, pemerintah desa 

dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan pembangunan yang 

efektif dan efisien, dan tentunya sesuai dengan pembangunan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat.                                                                                                                                                                                                         

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka berpikir penelitian 

dapat digambarkan pada skema di bawah ini 
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Bagan Kerangka Berfikir 

                   Gambar kerangka Berpikir 2.4 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian  

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, karena mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah 

berlandaskan atas logika keilmuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menghasilkan penemuan- penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian 

kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. 

Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap 

menggunakan analisis data kualitatif. 

3.2 Lokasi dan waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, dalam 

penelitian ini peneliti pengacu pada lokasi yaitu, Desa Usar mapin.Desa Usar 

mapin adalah desa yang berada di kecamatan alas barat kabupaten sumbawa. 

Alasan utama yng membuat peneliti tertarik pada desa Usar Mapin ini adalah 

Masih kurangnya peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa. Waktu rencana penelitian dari bulan desember 2020 

sampai dengan Januari tahun 2021. 

3.3 Sumber Data 

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah 



 

39 

 

dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal fikiran si penerima data tersebut, 

sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatan sebagai 

informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara ataupun simbol 

yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi Berikut Data yang 

digunakan: 

3.3.1 Data Primer  

Data primer merupakan data utama yang di peroleh secara 

langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara. Data ini berupa data yang diperoleh dari lokasi 

penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber 

yang berkaitan dengan variabel penelitian atau strategi penyerapan 

aspirasi warga Desa setempat. Metode yang digunakan adalah metode 

wawancara (interview) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian 

ini. 

3.3.2 Data Skunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber 

data primer. Data yang di hasilkan dari data ini adalah data sekunder. 

Seperti penelitian Data-data lain yang dibutuhkan sumber data sekunder 

diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang 

diharapkan, seperti dokumentasi, Undang-Undang, Arsip dan data-data 

lain yang dibutuhkan peneliti untuk menambah data peneliti. 

Data ini berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data 
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sekunder yang digunakan peneliti berupa Arsip instansi lembaga 

legislatif, catatan program penyerapan aspirasi dilapangan, foto-foto 

kegiatan penyerapan aspirasi, serta foto wawancara dengan berbagai 

informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan 

penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara pengumpulan data 

dengan menggunakan teknik studi di lapangan agar penelitian ini dapat lebih 

baik dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data 

merupakan persyaratan melakukan pengumpulan data dan menganalisis suatu 

objek yang diteliti dalam penelitian ini, sementara itu kajian dalam penelitian 

ini merupakan kajian untuk melihat seperti apa peran Pemerintah desa dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam program pembangunan Desa di 

desa usar mapin kecamatan alas barat kabupaten sumbawa 2020.  

3.4.1 Observasi  

  Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada 

objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan 

Peneliti melakukan pengamatan di lapangan dengan mendatangi 

Kepala desa beserta Stap Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat 

Kabupaten Sumbawa dan mencari Data dan Informasi yang 

dibutuhkan, serta melihat tempat-tempat yang menjadi objek 

pembangunan yang dimaksudkan dalam penelitian ini.  
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3.4.2 Wawancara 

 Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui 

percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian ini sifatnya 

mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari 

informan. Peneliti akan melakukan pertemuan dengan informan guna 

melakukan komunikasi langsung melalui tatap muka dan tanya jawab 

antara peneliti dengan beberapa informan berbeda baik itu aparatur 

Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa 

ataupun masyarakat setempat. 

Wawancara Responden : 

1. Kepala Desa Usar Mapin  

2. Sekretaris Desa Usar Mapin 

3. Ketua BPD Desa Usar Mapin 

4. Kasih Pemerintahan Desa Usar Mapin 

5. Kepala Dusun Desa Usar Mapin 

6. Tokoh Masyarakat Desa Usar Mapin 

7. Ketua Karang Taruna Desa Usar Mapin 

3.4.3 Dokumentasi  

Teknik dokumentasi adalah ditujukkan untuk data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku Peneliti dalam hal ini 

mengabadikan suatu kegiatan-kegiatan lapangan yang sedang diteliti. 

Dalam membuat dokumentasi ini peneliti menyiapkan sebuah kamera 
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handphone untuk mengabadikan gambar kegiatan yang berlangsung 

dalam rangka penelitian mengenai peran Pemerintah Desa Dalam 

meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan 

Desa di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten 

Sumbawa. Dokumentasi dilakukan agar peneliti dapat 

memperlihatkan bukti data yang dapat dipertanggung jawabkan. 

 

 

 

 


